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Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana sifatnya berlaku umum dan hukum perdata bersifat khusus. Maksudnya ketentuan yang diatur dalam hukum pidana mengatur perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berisi ketentuan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Obyek perjanjian itu berupa suatu janji yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersepakat, dan janji tersebut merupakan prestasi pada perjanjian. Namun apabila dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang didalamnya ada unsur kesengajaan atau adanya niat jahat maka perkara perdata tersebutdapat berubah penyelesaiannya menjadi perkara pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana pertimbangan penegak hukum menerapkan sanksi pidana penipuan pada perbuatan hukum wanprestasi pihak yang melakukan perjanjian ? dan (2) Bagaimana latar belakang perbedaan tafsir antara penegak dalam menyelesaikan suatu perkara perdata menjadi perkara pidana ?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pertimbangan penegak hukum menerapkan sanksi pidana penipuan pada perbuatan hukum wanprestasi pihak yang melakukan perjanjian dan terjadinya perbedaan tafsir antara penegak dalam menyelesaikan suatu perkara perdata menjadi perkara pidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa perbedaan yang mencolok antara kasus-kasus perdata dengan kasus-kasus pidana sering dibuat bias. penafsiran yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya dimulai sejak penyidikan. Akibatnya sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus perdata yang dibuat seolah-olah jadi merupakan kasus pidana atau sebaliknya kasus pidana menjadi perdata. Terlebih, dengan menggunakan pasal-pasal sampah atau “pasal karet”, sehingga dengan demikian semua perbuatan perdata dapat dianggap sebagai perbuatan pidana.
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